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Abstract

Discourse of sexual violence bill as a special legal protection has been rolled out in accordance with various criticisms towards Criminal
Code. Meanwhile, the weaknesses of substance of legislations on protecting sexual violence victim take part to strengthen the
discourse. Furthermore, various facts that show obstacles experienced by sexual violence victim to achieve justice in criminal justice
system become a cornerstone to raise victim-oriented perspective on legislations. This paper will elaborate urgency of sexual violence
bill appearance based on availability of legislations provide protection for victim. The paper will spell out various obstacles faced by
women who experienced sexual violence when seeks justice through criminal justice system as well. Moreover, the paper will look
opportunity to objectify the bill based on progress of National Legislation Program.

Keywords: Penal Code, sexual violence, criminal law.

Abstrak

Kebutuhan hadirnya payung hukum khusus terkait kekerasan seksual telah bergulir seiring dengan adanya berbagai kritik terhadap
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berbagai kelemahan dari substansi peraturan perundang-undangan yang ada dalam
memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual turut menguatkan wacana ini. Selain itu, beragam fakta yang menunjukkan
masih terdapat hambatan bagi perempuan korban kekerasan seksual untuk meraih keadilan dalam proses peradilan pidana menjadi
landasan pijak untuk memunculkan payung hukum yang lebih berorientasi pada korban. Tulisan ini akan menguraikan urgensi
hadirnya Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual berdasarkan ketersediaan peraturan perundang-
undangan yang memberikan perlindungan bagi korban. Tulisan ini juga menguraikan berbagai hambatan yang dihadapi perempuan
korban kekerasan seksual ketika mencari keadilan melalui sistem peradilan pidana. Tulisan ini juga akan mencermati sejauh mana

peluang menghadirkan RUU ini berdasarkan perkembangan dalam Program Legislasi Nasional.

Kata kunci: KUHP, kekerasan seksual, hukum pidana.

Pendahuluan

Sejumlah catatan kritis dari gerakan perempuan
terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
khususnya terkait Bab Tindak Pidana terhadap Kesusilaan
menunjukkan bahwa peraturan pidana warisan Hindia
Belanda ini tidak lagi memadai bagi perlindungan
perempuan korban kekerasan seksual. Secara umum,
KUHP dinilai membatasi unsur-unsur tindak pidana
perkosaan—sebagai salah satu bentuk kekerasan
seksual—sehingga pembuktiannya menyulitkan korban

untuk mengakses keadilan (LBH APIK Jakarta 2005;

Munti 2006). Pada tahun 2005, LBH APIK Jakarta bersama
Aliansi Reformasi KUHP menyampaikan catatan kritis
terhadap RUU Perubahan Atas KUHP (disingkat RKUHP)
khususnya pada Bab Tindak Pidana Kesusilaan. Sekalipun
draf RKUHP telah memuat sejumlah terobosan dalam
pengaturan tindak pidana pemerkosaan, catatan ini
mencermati masih lemahnya terobosan yang ditawarkan
untuk mengatasi berbagai dimensi dalam tindak
pidana pemerkosaan (LBH APIK Jakarta 2005). Pada
tahun 2012, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan) juga menyusun
catatan kritis terhadap Bab Tindak Pidana terhadap
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Kesusilaan dalam RKUHP, yang antara lain menekankan
pada ketidakmampuan RKUHP mengenali bentuk-
bentuk kekerasan seksual selain pemerkosaan (Komnas
Perempuan 2014).

Pada saat bersamaan, pengetahuan terkait bentuk-
bentuk kekerasan seksual dikembangkan oleh Komnas
Perempuan antara tahun 2010 sampai dengan 2012.
kritis terhadap RKUHP,
pengetahuan itu juga menjadi dasar Kampanye 16 Hari
Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang bertujuan
membangun penyadaran publik untuk mengenali dan
menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi.
Catatan kritis terhadap KUHP dan RKUHP, serta berbagai
laporan pendokumentasian peradilan pidana kekerasan

Selain mewarnai catatan

terhadap  perempuan  maupun pengembangan
pengetahuan terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual
pada awalnya adalah rangkaian peristiwa yang

berjalan di jalurnya masing-masing. Namun seiring
dengan perjalanan waktu, rangkaian ini pada akhirnya
terakumulasi menjadi modalitas gerakan bersama untuk
mendorong negara menghadirkan payung hukum
khusus bagi perlindungan korban kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual

Merujuk pada Deklarasi Penghapusan Kekerasan
Terhadap Perempuan 1993, kekerasan seksual adalah
salah satu bentuk dari kekerasan terhadap perempuan.
Pasal 1 Deklarasi ini menegaskan bahwa kekerasan
terhadap perempuan adalah setiap perbuatan
berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat
atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan
perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk
ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan
atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang,
baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam
kehidupan pribadi. Adapun diskriminasi terhadap
perempuan meliputi pula di dalamnya kekerasan
terhadap perempuan. Hal ini sebagaimana dikukuhkan
oleh Komite CEDAW (Convention on The Elimination
of All Forms of Discrimination Against Women) dalam
Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1992 tentang
Kekerasan Terhadap Perempuan, yang menyatakan:

“Kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk
diskriminasi yang merupakan hambatan serius
bagi kemampuan perempuan untuk menikmati
hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan
hak dengan laki-laki. Rekomendasi Umum ini
juga secara resmi memperluas larangan atas
diskriminasi berdasarkan gender dan merumuskan
tindak kekerasan berbasis gender sebagai: tindak
kekerasan yang secara langsung ditujukan

kepada perempuan karena ia berjenis kelamin
permpuan atau memengaruhi perempuan secara
proposional. Termasuk di dalamnya tindakan yang
mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik,
mental dan seksual, ancaman untuk melakukan
tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan
bentuk-bentuk perampasan hak kebebasan
lainnya”.

Dengan demikian, upaya menghapuskan kekerasan
seksual harus dimaknai sebagai bagian dari upaya
negara untuk menghapuskan diskriminasi
terhadap perempuan berbasis gender. Upaya untuk
menghapuskan tidak dapat
dilepaskan dari kebutuhan untuk mengenali apa saja
bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri. Komnas
Perempuan menyusun kajian bentuk-bentuk kekerasan
seksual berdasarkan pendokumentasian kasus kekerasan
terhadap perempuan sepanjang 1998-2010. Kajian
ini menunjukkan dari total 400.939 kasus kekerasan
yang dilaporkan, sebanyak 93.960 kasus di antaranya
merupakan kasus kekerasan seksual.
kekerasan seksual yaitu 93.960 kasus, kurang dari 10
persen saja kasus kekerasan seksual yang terpilah, yaitu
8.784 kasus (Komnas Perempuan 2011).

mulia

kekerasan  seksual

Dari total kasus

Adapun sisanya sebanyak 85.176 kasus adalah
gabungan dari kasus perkosaan, pelecehan seksual
dan eksploitasi seksual. Sementara tiga jenis kekerasan
seksual meliputi prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan,
praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan
atau mendiskriminasi perempuan seperti halnya sunat
perempuan, meski ditemukan di dalam berbagai
dokumentasi Komnas Perempuan namun tidak memiliki
angka yang pasti (Komnas Perempuan 2011). Kajian ini
juga mencatat lima bentuk kekerasan seksual terbanyak,
yaitu perkosaan (4.845 kasus), perdagangan perempuan
untuk tujuan seksual (1.359 kasus), pelecehan seksual
(1.049 kasus), penyiksaan seksual (672 kasus) dan
eksploitasi seksual (342 kasus) (Komnas Perempuan

2011).

Berdasarkan data kasus yang dilaporkan dalam
Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan hingga
akhir tahun 2012,* Komnas Perempuan mengidentifikasi
setidaknya terdapat 15 (lima belas) bentuk kekerasan
seksual (Komnas Perempuan 2012). Kelima belas bentuk
kekerasan seksual itu adalah: pemerkosaan; pelecehan
seksual; eksploitasi  seksual; seksual;
perbudakan seksual; intimidasi, ancaman dan percobaan
perkosaan; prostitusi paksa; pemaksaan kehamilan;
pemaksaan aborsi; pemaksaan perkawinan; perdagangan
perempuan untuk tujuan seksual; kontrol seksual;
penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;

penyiksaan
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praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan
perempuan dan pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi.

Teridentifikasinya bentuk-bentuk baru kekerasan
seksual beserta catatan kritis terhadap KUHP tentu
membutuhkan respons dari negara sebagai pemangku
kewajiban dalam pemenuhan, penghormatan dan
perlindungan hak asasi manusia, tak terkecuali hak asasi
perempuan. Berbagai fakta kejadian kasus kekerasan
terhadap perempuan tersebut bukanlah deretan
informasi dan data yang sekadar diangkat menjadi
informasi dan fenomena. Namun hal itu merupakan
wake up tone? bagi negara untuk segera melaksanakan
kewajiban konstitusionalnya memberikan rasa aman dan
perlindungan bagi korban, sebagaimana diatur dalam
pasal 28G ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum Materiil Kekerasan Seksual

Sekalipun  teridentifikasi setidaknya 15 bentuk
kekerasan seksual, namun tidak setiap bentuk kekerasan
seksual itu dapat diproses melalui sistem peradilan
pidana. Hal ini
peraturan perundang-undangan yang tersedia untuk
memberikan perlindungan bagi korban yang mengalami
bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut. Di saat yang
sama, peraturan perundang-undangan yang tersedia
juga tidak mengatur secara komprehensif mekanisme
pencegahan terjadinya kekerasan seksual, termasuk
mekanisme yang memastikan penghapusan impunitas
pelaku kekerasan seksual.

dikarenakan belum maksimalnya

Masih minimnya peraturan perundang-undangan
yang berorientasi
penelitian Eko Soponyono, yang mencermati bahwa di
tataran hukum nasional, perlindungan bagi korban masih
sangat minim. Dari 106 peraturan perundang-undangan
yang mengandung muatan pidana, hanya 21 diantaranya
yang berorientasi pada korban sementara sisanya
lebih banyak yang berorientasi pada pelaku. Peraturan
perundang-undangan yang berorientasi kepada pelaku,
misalnya terkait pengaturan pemidanaan yang umum

pada korban ditunjukkan oleh

dijumpai, namun tidak mengatur perlindungan bagi
korban. Sementara yang berorientasi kepada korban
adalahyang mengandunggantirugi, rehabilitasi, restitusi,
dan kompensasi (Soponyono 2012). Masih sedikitnya UU
yang berorientasi kepada korban menunjukkan belum
meratanya perspektif perlindungan korban terintegrasi
dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian tersebut memang

secara khusus terkait kekerasan

tidak menyoroti

seksual. Namun

Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual
Refiguring Law for Victims of Sexual Violence

apabila kepentingan korban tindak pidana secara
umum saja masih minim diatur dalam peraturan
perundang-undangan, demikian pula halnya dapat
disimpulkan terkait peraturan perundang-undangan
yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan
seksual. Kajian Komnas Perempuan pada tahun 2013
mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang
dapat menjadidasar bagi perlindungan korban kekerasan
seksual. Kajian mencermati apakah suatu peraturan
perundang-undangan mengatur
seksual sebagai tindak pidana (delik) yang ditinjau
dari 3 hal yaitu: 1) adanya unsur perbuatan sebagai
bentuk kekerasan seksual, 2) ancaman pemidanaan
yang dijatuhkan, dan 3) penyebutan perbuatan bentuk
kekerasan seksual. Kajian ini mempertimbangkan pada
sejauh mana adanya unsur tindak pidana dan ancaman
pemidanaan kemudian berkorelasi dengan penyebutan
tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga sepanjang
suatu peraturan perundang-undangan menyebutkan
suatu bentuk kekerasan seksual namun tidak diiringi
dengan uraian unsur dan ancaman pemidanaan, maka
disimpulkan bahwa bentuk kekerasan seksual itu tidak
diatur sebagai tindak pidana.

bentuk kekerasan

Dari sudut pandang tersebut
menyimpulkan bahwa
kekerasan seksual yang ditemukan pengaturannya
sebagai delik dalam peraturan perundang-undangan.
Yaitu pemerkosaan, eksploitasi seksual dan perdagangan
orang yang tidak secara spesifik ditujukan untuk
tujuan seksual. Sekalipun demikian, penyebutan ketiga
bentuk kekerasan seksual itupun masih diiringi dengan
catatan kritik, karena pasal-pasal yang tersedia masih
sangat terbatas mengidentikkan sebagai bentuk
pidana kekerasan seksual dan ruang lingkup konteks
kekerasannya yang juga terbatas (Tridewiyanti et al.
2014). Misalnya, delik pemerkosaan dalam KUHP. KUHP
mengatur ancaman pemidanaan terhadap tindak pidana
pemerkosaan khususnya Pasal 285 yang menyebutkan
pemerkosaan sebagai tindak pidana. Namun KUHP
mensyaratkan adanya
kekerasan, dan bukan dengan orang yang terikat dalam
perkawinan. Adapun dalam pasal 286 dan 287, KUHP
menggunakan frasa “persetubuhan” bukan “perkosaan”
apabila kondisi korban pingsan dan tidak berdaya, bukan
orang yang terikat dalam perkawinan, atau korban
berusia di bawah 15 tahun (Tridewiyanti et al. 2014)

itulah, kajian
hanya terdapat 3 bentuk

kekerasan atau ancaman

Walaupun KUHP tidak menegaskan apa yang
dimaksud sebagai pemerkosaan, dalam implementasinya
KUHP hanya mampu memidanakan pemerkosaan yang
dilakukan secara konvensional. Hal ini tampaknya terkait
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dengan rujukan yang digunakan oleh aparatur penegak
hukum yang pada umumnya memaknai pemerkosaan
sebatas penetrasi penis ke vagina. Misalnya penjelasan R.
Sugandhi bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan
adalah memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya
di luar perkawinan. Sementara yang dimaksud dengan
persetubuhan adalah apabila masuknya alat kelamin pria
telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita
sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air
mani (Sugandhi 1981). Hal ini pada akhirnya menyulitkan
korban kekerasan seksual yang mengalami pemerkosaan
di luar bentuk pemerkosaan nonkonvensional, termasuk
dengan pembuktian yang mensyaratkan adanya sperma
sebagai bukti terjadinya pemerkosaan.

Keterbatasan itu dapat dilihat sebagai stagnasi
hukum pidana nasional untuk merespons berbagai
unsur dan cara pemerkosaan yang semakin berkembang,
termasuk yang dikenali oleh hukum pidana internasional
dan hak asasi manusia. Dalam hal ini Statuta Roma
adalah salah satu instrumen hukum hak asasi manusia
yang merespons perkembangan tersebut. Statuta Roma
menegaskan bahwa pemerkosaan adalah:

“The perpetrator invaded the body of a person by
conduct resulting in penetration, however slight,
of any part of the body of the victim or of the
perpetrator with a sexual organ, or of the anal or
genital opening of the victim with any object or any
other part of the body. The invasion was committed
by force, or by threat of force or coercion, such as
that caused by fear of violence, duress, detention,
psychological oppression or abuse of power,
against such person or another person, or by
taking advantage of a coercive environment, or
the invasion was committed against a person
incapable of giving genuine consent.”

Menurut Statuta Roma, pemerkosaan adalah
serangan yang diarahkan pada bagian seksualitas,
seringan apapun, dengan menggunakan organ seksual
(penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut atau
dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang
bukan organ seksual ataupun benda-benda lainnya.
Serangan itu dilakukan dengan kekerasan, dengan
ancaman kekerasan ataupun dengan pemaksaan
sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di
bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau
penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil
kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan, atau
serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan
persetujuan yang sesungguhnya.

Kesenjangan antara KUHP dengan norma hukum hak
asasi manusia ini cukup mendasar untuk menyatakan

bahwa unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan dalam
KUHPtidaklagimemadaisebagaiinstrumenhukumdalam
menangani tindak pidana pemerkosaan. Sementara
itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU
PKDRT) Pasal 8 huruf a menyebut delik kekerasan seksual
dalam konteks perkosaan terhadapistri (marital rape) atau
pada perempuan yang tinggal serumah (Tridewiyanti
et al. 2014). Hal ini dapat dipahami mengingat konteks
yang meliputi lahirnya ketentuan ini adalah ketiadaan
pengakuan KUHP atas pemerkosaan terhadap istri yang
dilakukan oleh suaminya sendiri sebagai tindak pidana.
Norma ini juga memberikan perlindungan yang terbatas,
yaitu bagi istri atau perempuan yang tinggal serumah.
Sehingga dengan sendirinya, korban di luar ketentuan ini
tidak dapat memperoleh perlindungan dari pasal ini. Di
sisi lain, perumusan kekerasan seksual dalam UU ini yang
terbatas dimaknai sebagai pemerkosaan dikhawatirkan
akan mereduksi berbagai bentuk kekerasan seksual
selain pemerkosaan. Padahal, ada 15 bentuk kekerasan
seksual yang penanganannya tidak bisa digantungkan
kepada UU PKDRT (Tridewiyanti et al. 2014). Hal itu
karena berbagai bentuk kekerasan seksual dapat
memiliki konteks yang berbeda dan dapat menjangkau
ruang lingkup yang lebih luas selain rumah tangga.

Adapun UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi
UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur ancaman
pidana bagi orang yang membiarkan anak yang
tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
dan mengatur perlindungan khusus bagi anak
yang tereksploitasi tersebut. Namun rumusan
tersebut tidak diiringi dengan pendefinisian
unsur perbuatan yang merupakan tindak pidana
eksploitasi seksual. Kekosongan hukum itu
selanjutnya dijawab oleh Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang yang mendefinisikan
eksploitasi seksual dalam ketentuan umum.
Sekalipun demikian, UU Nomor 21 Tahun 2007 tidak
mengatur secara khusus delik maupun ancaman
pidana terhadap tindak pidana eksploitasi seksual.
Namun jika dicermati lebih lanjut, sebaran pasal
dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 adalah pasal yang
dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak
pidana eksploitasi seksual. Hal ini menunjukkan
keterbatasan penggunaan kedua UU tersebut
dalam penanganan kasus; dimana UU Nomor 23
Tahun 2002 jo UU Nomor 35 Tahun 2014 hanya
bisa digunakan apabila korban eksploitasi seksual
adalah anak, sementara UU Nomor 21 Tahun 2007
hanya bisa digunakan apabila dalam eksploitasi
seksual itu juga telah terpenuhi unsur tindak
pidana perdagangan orang (Tridewiyanti et al.
2014).
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Selain ketiga bentuk kekerasan seksual tersebut di
atas, penyebutan bentuk kekerasan seksual lainnya juga
ditemukan sekalipun tidak memenuhi 3 kriteria yang
menjadi dasar kajian tersebut. Misalnya perbudakan
seksual dan pelecehan seksual. UU Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan
frasa perbudakan seksual, namun tidak ada uraian
lebih lanjut apa saja yang dimaksud dengan unsur dari
tindak pidana ini. Walaupun demikian, penyebutan delik
ini tetap dapat menjadi landasan perlindungan bagi
korban perbudakan seksual yang terjadi dalam konteks
bagian dari serangan yang meluas atau sistematik dan
ditujukan secara langsung terhadap masyarakat sipil.
Adapun UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia menegaskan hak setiap anak untuk terbebas
dari pelecehan seksual tanpa uraian unsur-unsurnya
sebagai tindak pidana. Berbeda dengan UU Pengadilan
HAM yang mengatur ancaman pidana atas perbuatan
perbudakan seksual, UU HAM tidak mengatur ancaman
pidana atas perbuatan pelecehan seksual (Tridewiyanti
et al. 2014). Sementara itu, bentuk kekerasan seksual
lainnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-
undangan, baik penyebutannya, unsur-unsur perbuatan,
apalagi pemidanaannya.

Hukum Acara Peradilan Pidana

Walaupun sebagian bentuk kekerasan seksual diatur
sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-
undangan secara terbatas, nyatanya hal itu tidak
serta-merta memberikan jaminan penanganan proses
hukum vyang dijalani korban akan memberikannya
hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan
ketidakberulangan. Hal ini
pengaturan pemerkosaan dalam KUHP yang berimplikasi
pada penanganannya sebagai tindak pidana umum.
Maka peradilan pidananya akan mengikuti aturan
yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP). Padahal, KUHAP adalah salah
satu peraturan perundang-undangan yang sangat
berorientasi pelaku. Bahkan frasa “korban” pun tidak
dikenal oleh KUHAP. Eva Achjani Zulva mengkritisi
KUHAP sebagai UU yang menerapkan paradigma klasik
pandangan terhadap korban dalam sistem peradilan
pidana. Tindak pidana diartikan sebagai penyerangan
terhadap otoritas pemerintahan, bukan sebagai serangan
kepada korban, sehingga korban hanya menjadi bagian
dari pembuktian dan bukan diposisikan sebagai pihak
yang berkepentingan dan harus mengambil manfaat
dari proses peradilan (Eva Achjani Zulva 2011).

terlihat misalnya dari
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Pada akhirnya KUHAP tidak mampu mengenali
pemerkosaan  sebagai  pelanggaran  hak
manusia dan kekerasan terhadap perempuan yang
berdasarkan pada diskriminasi berbasis gender. Hal
ini selanjutnya menyulitkan aparatur penegak hukum

asasi

untuk memosisikan perempuan korban kekerasan
seksual sebagai subjek dalam proses peradilan pidana
(Heroepoetri 2005). Sekalipun Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban mencermati sejumlah ketentuan dalam
KUHAP yang dapat dimaknai sebagai perlindungan bagi
korban secara terbatas (Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban 2010), hal tersebut tetaplah tidak memadai
karena paradigma KUHAP sedari awal adalah berorientasi
kepada pelaku.

Ketidakmampuan KUHAP mengenali diskriminasi
berbasis gender dan kebutuhan khusus perempuan
korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana
antara lain ditunjukkan dengan tidak adanya ketentuan
normatif yang mengatur tata cara pemeriksaan korban
kekerasan seksual. KUHAP hanya menyediakan tata cara
pemeriksaan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana
korban tindak pidana umum lainnya. Sehingga potensi
reviktimisasi terhadap perempuan korban kekerasan
seksual justru menjadi sangat terbuka karena tidak
ada pengaturan bagaimana aparatur penegak hukum
menangani korban kekerasan seksual yang tidak dapat
diperlakukan seperti korban tindak pidana umum lain.

Hal-hal yang tidak disediakan oleh KUHAP antara lain:
kebutuhan korban untuk memperoleh konseling terlebih
dahulu yang menguatkan psikologis korban untuk bisa
menyampaikan keterangan, kebutuhan korban untuk
menyampaikan keterangan secara bertahap sesuai
dengan kesiapan mentalnya, pemeriksaan korban
menghindari pengulangan agar korban terhindar dari
trauma, pemberian informasi yang memadai bagi korban
terkait proses hukum yang dijalaninya, pemeriksaan yang
menghindarkan korban bertatap muka dengan pelaku,
pemeriksaan oleh petugas yang memahami persoalan
terhadap perempuan, koordinasi antar
penegak hukum dan dengan pengada layanan untuk

kekerasan

efektivitas penanganan korban, dan lain-lain (Komnas
Perempuan 2015).2

Selain kekosongan hukum terkait kekerasan seksual
ketiadaan perundang-
undangan yang secara khusus mengatur pemulihan
korban kekerasan seksual juga menjadi kendala
bagi korban. KUHAP menghargai kehadiran korban
dalam proses peradilan pidana sebatas pengambilan
kesaksiannya saja. Namun KUHAP luput melihat korban
sebagai manusia yang berhak meraih kehidupannya

secara materiil, peraturan
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kembali sebagaimana sebelum terjadinya kekerasan
seksual. Celah inilah yang kemudian diisi oleh UU
Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun sekali
lagi karena UU inipun lahir dalam paradigma yang
dibangun oleh KUHAP, pemberian perlindungan kepada
korban dilakukan semata-mata untuk mengabdi kepada
kepentingan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu,
perlindungan hanya diberikan kepada korban sepanjang
korban memproses kasusnya dalam peradilan pidana.
Selain itu, sejauh mana korban dapat membuktikan
tingkat ancaman terhadapnya menjadi salah satu
persyaratan untuk mengakses perlindungan. Lagi-
lagi ini terkait dengan kepentingan sistem peradilan
pidana yang bertujuan memastikan berjalannya proses
pembuktian di persidangan.

Namun demikian, ada hal baru dalam UU
Perlindungan Saksi dan Korban. Yaitu pengaturan bahwa
korban tindak pidana kekerasan seksual juga berhak atas
bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan
psikologis, sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU ini.
Dengan pengaturan baru tersebut, kini tidak perlu lagi
ada keraguan bagi LPSK untuk memberikan bantuan
medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban
kekerasan seksual, dimana perempuan dan anak rentan

menjadi korban tindak pidana ini. (Mukarramah 2015)

Walaupun, patut disayangkan bahwa Penjelasan UU
ini justru membatasi hak setiap orang yang mengalami
kekerasan seksual untuk memperoleh perlindungan dari
negara melalui LPSK. Penjelasan pasal 5 ayat (2) UU ini
menyebutkan tindak pidana seksual hanya “terhadap
anak”. Ketentuan ini tentu saja berpotensi meminggirkan
perempuan korban kekerasan seksual atas haknya
memperoleh perlindungan dari
penjelasan ini juga cukup mengganggu karena mengatur

negara. Rumusan
pembatasan atau restriksi hanya pada bagian kekerasan
seksual, namun tidak pada bagian tindak pidana lain.
Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa ada pemikiran
patriarkis dan judicial stereotype yang mengendap dalam
perumusan penjelasan UU ini. Hal ini justru bertentangan
dengan semangat mewujudkan jaminan konstitusional
bagi warga negara atas kesamaan di hadapan hukum
dan hak atas rasa aman, tak terkecuali bagi perempuan
korban kekerasan seksual (Mukarramah 2015).

Hambatan Penanganan

Selain persoalan norma hukum yang tidak memadai
dalam KUHP dan KUHAP untuk melindungi perempuan
korban kekerasan seksual, fakta hambatan korban dalam
mengakses keadilan melalui peradilan pidana adalah

bagian dari persoalan yang perlu segera diatasi agar
tidak berlarut-larut. Berbagai hambatan yang dialami
korban kekerasan seksual antara lain terungkap dalam
penelitian LBH APIK Jakarta terkait peradilan kasus
kekerasan terhadap perempuan di 6 wilayah pada
tahun 2004-2005. Penelitian ini menemukan sejumlah
persoalan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap
kekerasan
terjadi di setiap tahapan peradilan pidana, sejak dari
penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan.

perempuan—termasuk seksual—yang

Berbagai persoalan itu menghambat perempuan
korban memperoleh keadilan, antara lain berupa
pengajuan pertanyaan yang bertendensi merendahkan
korban atau menyalahkan korban, mengintimidasi
korban, tidak adanya dukungan penguatan psikologis
korban dalam proses pemeriksaan, tidak memberikan
hukum yang benar,
perdamaian dengan pelaku, menggunakan pasal yang
tidak tepat, menuntut dengan tuntutan yang ringan,
menjatuhkan putusan ringan, tidak mengindahkan tata
tertib persidangan dan penolakan aparatur penegak
hukum atas kehadiran pendamping (Fanani et al. 2007).
Persoalan lainnya yang ditemukan adalah penggalian
informasi  dilakukan  dengan yang
menyudutkan atau melecehkan korban, menunjukkan
sikap tidak sabar ketika menggali
korban, menakut-nakuti korban jika pelaku dipenjara,
menganggap kekerasan yang dialami korban adalah hal
biasa, dan meminta uang jika korban ingin melanjutkan
proses hukum (Heroepoetri 2005).

akses informasi memfasilitasi

pertanyaan

informasi dari

Laporan Uji Coba Pendokumentasian Kasus Kekerasan
Seksual yang dilakukan oleh Forum Pengada Layanan
pada tahun 2014 mengonfirmasi berbagai hambatan
dalam penanganan kasus kekerasan seksual masih saja
terjadi berdasarkan 47 kasus kekerasan seksual yang
didokumentasikan. Dari seluruh kasus yang dilaporkan
kepada aparatur penegak hukum, hampir setengah dari
pelaporan tidak berlanjut sampai proses persidangan.
Mulai dari penghentian perkara, pelaporan kasus tidak
diterima karena tidak dianggap cukup bukti, atau terhenti
begitu saja tanpa ada kejelasan (Forum Pengada Layanan
2015). Kalaupun perkara naik ke tingkat Kejaksaan atau
Pengadilan, umumnya masih akan menemui hambatan
bila majelis hakim yang memeriksa perkara hanya
berpegangan pada pemenuhan alat bukti semata
tanpa berperspektif korban dan memerhatikan keadilan
gender.

Laporan tersebut juga masih menemukan mediasi
sebagai upaya untuk mendamaikan, atau sebenarnya
pembungkaman terhadap korban. Dari 22 korban yang
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pernah dimediasi, 4 di antaranya dimediasi oleh polisi, 1
oleh kejaksaan, 4 oleh kelurahan, 8 oleh keluarga pelaku,
3 korban oleh atasan dan keluarga pelaku, dan 2 oleh
pendamping atas permintaan korban. Perlu dicermati
bahwa dari 22 korban tersebut, 16 di antaranya adalah
yang menempuh proses hukum. Implikasi dari mediasi
dapat dipastikan tidak menguntungkan korban, karena
akhirnya 2 korban dinikahkan dengan pelaku, kasus
tidak dilanjutkan, mendapatkan ancaman agar kasus
tidak dilanjutkan, dikriminalisasi, dan proses mediasi
digunakan untuk meringankan hukuman pelaku (Forum
Pengada Layanan 2015).

Ini artinya ketika terjadi satu bentuk kekerasan seksual
maka akan berpotensi menimbulkan bentuk kekerasan
seksual lainnya, misalnya pemerkosaan mengakibatkan
terjadinya pemaksaan perkawinan kepada korban. Selain
itu, hal ini menunjukkan masih ada ketidakpahaman
banyak pihak tak terkecuali aparatur penegak hukum
bahwa terhadap kekerasan seksual sebagai tindak pidana
tidak bisa dimediasi dan seharusnya proses hukum
terus berlanjut (Forum Pengada Layanan 2015; Komnas
Perempuan 2015).

Persoalan lainnya dalam penanganan kasus kekerasan
seksual adalah munculnya kriminalisasi sebagaisalah satu
cara pembungkaman terhadap korban. Tindakan korban
untuk melakukan pembelaan dari tindakan pelaku
kekerasan seksual seringkali berujung pada penjeratan
korban sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan
atau tuduhan lainnya. Hal ini terjadi karena aparatur
penegak hukum tidak mempertimbangkan upaya
korban sebagai pembelaan diri dari kejadian kekerasan
seksual yang sebelumnya dialami oleh korban. Apabila
hal-hal ini tidak diminimalisir, maka perempuan korban
kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana akan
selalu terhambat untuk mengakses keadilan (Komnas
Perempuan 2015).

Kekosongan  hukum diuraikan
sebelumnya,
berbagai

undangan dan penanganan kasus

sebagaimana
beserta kebutuhan untuk mengatasi
kelemahan dalam peraturan perundang-
oleh aparatur
penegak hukum, perlu segera direspons oleh negara
agar siapapun yang menjadi korban kekerasan seksual
dapat mengakses keadilan. Respons negara sangatlah
dinantikan agar kewajiban konstitusionalnya dapat
ditunaikan.

Selain terikat dengan kewajiban konstitusionalnya,
negara juga telah mengikatkan diri kepada sejumlah
instrumen hukum hak asasi
melalui ratifikasi. Dalam hal ini negara perlu menjalankan

manusia internasional
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kewajibannya sebagaimana tertuang dalam pasal 2
huruf ¢, f dan g Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi CEDAW)
yang diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang menyatakan
kewajiban negara sebagai berikut:

“Huruf c:

Menetapkan perlindungan hukum bagi hak-hak
perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-
laki dan menjamin melalui peradilan nasional
yang kompeten dan lembaga publik lainnya
perlindungan efektif bagi perempuan dari segala
tindak diskriminasi;

Huruf f:

Melakukan  segala  langkah-langkah  yang
diperlukan, termasuk pembuatan perundang-
undangan, untuk mengubah atau menghapus
undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan
dan praktik yang ada yang diskriminatif terhadap
perempuan;

Huruf g:
Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang
diskriminatif terhadap perempuan/”

Ikhtiar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Sebagai
maka pencarian keadilan di negara ini didasarkan pada
ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya,
pencarian keadilan melalui hukum pidana juga tunduk
pada berbagai asas pemidanaan. Antara lain asas
legalitas yang tercermin dalam postulat “nullum dellictum
nulla poena sine praevia lege” yang berarti “tidak ada delik,
tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dulu”. Menurut
Moeljatno, asas legalitas mengandung 3 pengertian,
yaitu:

negara yang berdasar kepada hukum,

« Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu
belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-
undang.

«  Untuk menentukan adanya perbuatan pidana
tidak boleh digunakan analogi (qgiyas).

«  Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku
surut.

Hal tersebut pada satu sisi menunjukkan bahwa akan
mustahil menjerat pelaku yang melakukan kekerasan
seksual yang perbuatan itu belum diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Demikian pula hak atas keadilan
dan pemulihan bagi orang yang menjadi korbannya.
Sepanjang tidak ada norma hukum yang mengaturnya,
akan menjadi sulit bagi korban untuk meraih keadilan.
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Hal ini sekaligus mengonfirmasi pendapat Arifin
Djauhari bahwa yang disebut dengan kepastian hukum
dalam praktiknya sering bertentangan secara dikotomis
dengan keadilan itu sendiri. Oleh karena itu manusia
harus selalu mencari, memperjuangkan untuk dapat
menggapai keadilan. Karena memang keadilan tak serta-
merta turun dari langit. Perjuangan menggapai keadilan
itu selalu diawali dengan pergulatan pemikiran tentang
filsafat keadilan. Pemikiran-pemikiran itu dikembangkan
dan kemudian mewujud dalam bentuknya yang
berupa kesepakatan-kesepakatan sosial. Kemudian
berubah menjadi norma-norma sosial, norma kebiasaan
lalu menjadi pedoman perilaku hidup manusia
bermasyarakat. Norma-norma tersebut yang memiliki
nilai-nilai universal disahkan oleh institusi negara menjadi
norma hukum yang mengikat dan memiliki sanksi yang
tegas bagi siapa yang melanggarnya (Djauhari 2014).

Norma hukum adalah aturan, kaidah yang ditetapkan
oleh institusi negara. Bentuknya adalah peraturan
perundang-undangan. Sebagai norma, ia yang paling
tegas karena jelas batasan normanya dan memiliki sanksi
hukum yang tegas. Rumusan-rumusan norma yang ada
dalam peraturan perundang-undangan bersumber pada
perkembangan filsafat pemikiran hukum mengenai
hal tertentu. Karena itu akan selalu berkembang sesuai
keadaan zamannya (Djauhari 2014).

Merujuk pendapat tersebut, maka demikian pula
halnya dengan peraturan perundang-undangan terkait
kekerasan seksual. Ketika norma hukum yang tersedia
tidak lagi mampu memberikan perlindungan pada
korban kekerasan seksual, ia juga harus menyesuaikan
dengan perkembangan. Penyesuaian itu dapat dilakukan
dengan mengubah norma hukum yang ada, baik melalui
proses legislasi ataupun judicial review. Proses legislasi
menyediakanruanguntukmenyempurnakankekurangan
dalam norma hukum yang ada melalui perubahan atas
peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan
perundang-undangan baru yang khusus mengatur
upaya perlindungan bagi korban kekerasan seksual juga
menjadi ruang yang bisa ditempuh melalui jalur ini.

Upaya legislasi melalui perubahan atas peraturan
perundang-undangan tentunya perlu dilakukan
dengan membangun intervensi dalam pembahasan
RKUHP. Dengan model penyusunan kodifikasi terbuka
dalam RKUHP, kebutuhan RUU khusus terkait kekerasan
seksual perlu diatur cantolannya terlebih dahulu dalam
RKUHP. Walaupun, tentu saja RKUHP tidak akan mampu
menuangkan secara rinci rentang kebutuhan pengaturan
kekerasan seksual, mulai dari beragam bentuk kekerasan
seksual sebagai tindak pidana hingga pencegahan dan

kekhususan hukum formalnya. Materi muatan di luar
pidana dan acara peradilan pidana kekerasan seksual
tentunya membutuhkan ruang tersendiri di luar RKUHP
serta KUHAP agar pengaturannya dapat dieksplorasi
lebih luas.

Di dunia ini, kehadiran peraturan perundang-
undangan yang mengatur secara khusus tentang
kekerasan seksual di luar KUHP itu sendiri bukanlah hal
baru. Komnas Perempuan mengidentifikasi setidaknya
terdapat 8 negara yang menerbitkan undang-undang
khusus terkait kekerasan seksual, dengan beragam
judul atau nama dari kebijakan tersebut (Komnas
Perempuan 2014). Pada umumnya kebijakan tersebut
selain mengatur hukum materiil juga mengatur hukum
formalnya, sehingga penegakan hukumnya dilakukan
secara khusus sebagaimana diatur dalam UU tersebut.
Hukum materiil yang diatur dalam setiap UU juga
beragam, misalnya Inggris memberikan penekanan
yang berbeda apabila kekerasan seksual dilakukan
terhadap penyandang disabilitas mental atau intelektual.
Pengaturan secara khusus kekerasan seksual dalam
konteks lingkungan kerja, pendidikan dan pelatihan
juga menggambarkan bahwa ada konteks setempat
yang tidak mampu dijangkau oleh hukum pidana biasa
sehingga memerlukan pengaturan khusus
sifatnya yang spesifik (Komnas Perempuan 2015).

karena

Di Indonesia, upaya menyuarakan urgensi hadirnya
UU khusus terkait kekerasan seksual di luar KUHP telah
bergulir setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Catatan kritis
terhadap KUHP yang telah dilakukan LBH APIK Jakarta
pada tahun 2005 selanjutnya bermuara pada kebutuhan
hadirnya payung hukum khusus yang mengatur tindak
pidana pemerkosaan di luar KUHP. LBH APIK Jakarta pada
tahun 2005 menyuarakan urgensi RUU Anti Pemerkosaan
sebagai parsial
pemerkosaan dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan dalam
RKUHP. Urgensi ini selanjutnya dikuatkan oleh Komnas
Perempuan bersama mitra Forum Pengada Layanan yang
sejak tahun 2014 menyuarakan usulan RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual sebagai lex specialist dari KUHP.

alternatif ketimbang pengaturan

Penutup

Kebutuhan akan hadirnya peraturan perundang-
undangan khusus di luar KUHP yang memberikan
perlindungan bagi korban kekerasan seksual sudah
berulang kali disuarakan. Tuntutan ini sesungguhnya
sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman
yang mengenali kebutuhan pengembangan norma
hukum agar lebih memberikan perlindungan bagi
korban kekerasan seksual. Mengingat bahwa perempuan
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dan anak selama ini rentan menjadi korban kekerasan
seksual, tuntutan datang dari gerakan perempuan
dengan menyajikan berbagai data dan fakta terkait
kekerasan seksual yang umumnya dialami perempuan
dan anak sebagai korban.

Untuk efektivitas pengusulan
Rancangan Undang-Undang khusus di luar KUHP itu
perlu juga dilengkapi dengan argumentasi terkait

pembahasannya,

harmonisasi dan sinkronisasi hukum nasional dalam hal
perlindungan korban kekerasan seksual. Harmonisasi
dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan
di tataran hukum nasional adalah hal yang mutlak
diperlukan. Dengan uraian argumentasi harmonisasi
dan sinkronisasi itu, gerakan perempuan akan turut
berperan untuk mengukuhkan bangunan sistem hukum
nasional khususnya yang memberikan perlindungan
bagi perempuan korban kekerasan seksual.
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Catatan Belakang

1 Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan yang
disingkat Catahu memaparkan gambaran umum tentang besaran
dan bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia
dan memaparkan kapasitas lembaga pengada layanan bagi
perempuan korban kekerasan. Data yang disajikan dalam Catahu
adalah kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh lembaga
layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh
negara maupun atas inisiatif masyarakat, pengaduan kasus yang
diterima, serta hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan.

2 Istilah wake up tone ini diperkenalkan oleh Rocky Gerung,
dalam Diskusi Terbatas yang membahas urgensi dibutuhkannya
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RUU tentang kekerasan seksual pada 16 April 2014 bertempat di
Komnas Perempuan.

3 Mencermati berbagai kebutuhan penyempurnaan KUHAP
tersebut, Komnas Perempuan menyusun Naskah “Tindakan APH
Plus Dalam Bentuk Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)
Guna Pemenuhan Hak Korban Dengan Indikator Akses, Partisipasi,
Kontrol dan Manfaat (APKM)” sebagai salah satu upaya untuk
menjawab berbagai kekurangan dalam KUHAP yang belum mampu
memberikan keadilan bagi perempuan korban kekerasan yang
menjalani proses peradilan pidana. Naskah ini terakhir diperbarui
pada bulan November 2015 dan belum diterbitkan.
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